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BUPATI ACEH UTARA,

bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 0S0-37O8
Tahun 2O2O tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga
terjadi perubahan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur
perencanaan pembangunan dan keuangan Kabupaten Aceh
Utara yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kabupaten Aceh Utara, maka Qanun Kabupaten
Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2Al7-2A22 perlu diubah dan disesuaikan kembali;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh
Utara tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara
Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2Al7-2O22;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor lO92l;
Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a236l;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor lO4, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;
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5. undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daeiah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2aa4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2A06
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a633);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2AOS-2O25
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AOZ Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4TOO);

B. undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 244, Tarnbahan I-embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
4engan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 56791;

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2O2O tentang Kebijakan Keuangan Daerah dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan pandemi
Corona Virus Disease 2Ol9 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O2O Nomor L34, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6516);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2008 tentang Tata cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Inonesia Nomor a9fil;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1" 14, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Dtg Nomor 187, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6aO4;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 63221;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2O2l tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2l Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6633);

15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
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16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Renca-na pembangunan Jangka Menen[ah
Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembanguian
,,Jgngka -Panjang, Daerah, Rencana pembangunan J-angka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja pemerintah Daeiah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia ?ahun 2019 Nomor 1114);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7T Tallwn 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor OS0-3708 Tahun 2020
lgnlar-rg Hasjl Verifikasi dan Validasi pemutakhiran, Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan
Keuangan Daerah;

21. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun - 2Ol2-2O32
(Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan lembaran
Aceh Nomor 9);

22. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata
Rqang dqn Wilayah Aceh Tahun 2Ot2-2O32 (lembaran Aceh
Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan t embaran Aceh nomor 62);

23. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2Ol9 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2OlT -2022
(Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 9);

24. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Rencana Tata Ruang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032;

25. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun
2014 Nomor 9);

26. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Ace[
Utara Tahun 2Ol7 -2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2018 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA

dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSI(AN:

:QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2OI7-2O22.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5
Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Menetapkan



-4-

pasal I

Beberapa ketentuan dalam eanun Kabupaten Aceh utara Nomor S
Tahun 2018 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Aceh utara Tahun 2afi-zorz (Lembafr.n Kabupaien
Aceh utara Tahun 20I8 Nomor s) diubah sebagai trerikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga pasal 3 berbuny'i sebagai
berikut :

Pasal B
Aceh Utara disusun dengan sistematika

BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
B..qB V
BAB VI

BAB VtI

BAB VII.I
BAB IX

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 15 Juli 2O21 M

RPJM Kabupaten
sebagai berikut :

: Pendahuluan
: Gambaran Umum Kondisi Daerah
: Gambaran Keuangan Daerah
; Permasal,ahan dam lsu-lsu Strategis Daerah
: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
: Strategi, Arah Kebijakan dan Program pembangunan

Daerah
: Kerangka Pendanaan Pembangunan dan program
Perangkat Daerah

: Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
: Penutup

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga pasal 4 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 4
sistematika RPJM Kabupaten Aceh utara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiraln yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari eanun ini.-

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

{gat setlap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
?qrl ini dengan penempatannya daiam l,embaran Xabupalen
Aceh Utara.

Ditetapkar: di Lhoksukon
l5Jqli . 2o21 M
5 Dzulhijjah 1 H

EH UTARA.
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ACEH UTARA
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URTALA

KABUPATBN ACEH UTARA TAHUN 2021 NOMOR 2
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